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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Oleh 

Mahkamah Konstitusi) 

 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-XVIII/2020 PERIHAL 

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG 

PERASURANSIAN 

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 

 
 25 NOVEMBER 2020 

 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, pukul 11.51 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-

Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU 

40/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 5/PUU-

XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 5/PUU-

XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU 40/2014 diajukan oleh Asosiasi Asuransi 

Umum Indonesia (AAUI)/General Insurance Association of Indonesia yang diwakili 

oleh Dadang Sukresna selaku Ketua Dewan Pengurus Pusat, dalam hal ini 

diwakili oleh kuasa hukumnya R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dkk yang 

tergabung dalam Zoelva & Partners Law Firm, untuk selanjutnya disebut sebagai 

Pemohon.  
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C. PASAL/AYAT UU 40/2014 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 

yang berketentuan sebagai berikut: 

 

Pasal 5 ayat (1) 

“Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha 
Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat.” 

 
 

D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 dianggap Pemohon bertentangan dengan 

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 

melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.  

 

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 dalam permohonan a 

quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.13] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan 

Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, baik bukti tertulis dan keterangan 

para ahli serta saksi yang diajukan Pemohon, serta kesimpulan Pemohon, 

keterangan DPR, keterangan dan kesimpulan Presiden, keterangan dan 

kesimpulan Pihak Terkait, dan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, 

selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon 

sebagai berikut: 

[3.13.1] Bahwa persoalan utama yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah 

konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 yang mengatur ruang 

lingkup kegiatan usaha perusahaan asuransi dengan tidak mencantumkan 

secara tegas kegiatan suretyship, padahal lini usaha suretyship sejak awal telah 

diterbitkan oleh perusahaan asuransi, namun saat ini tidak diakomodir di dalam 

UU 40/2014, selain itu, menurut Pemohon Pasal 61 UU 1/2016 telah 

menghalangi perusahaan asuransi dalam menjalankan lini usaha suretyship; 

[3.13.2] Bahwa berkaitan dengan dalil pokok permohonan Pemohon tersebut di 

atas, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh, penting bagi 

Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah 

ini. 

Bahwa perkembangan asuransi di Indonesia menunjukkan angka 

kemajuan yang cukup baik selama beberapa tahun belakangan ini. Hal tersebut 

dapat dilihat dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi yang tumbuh, di 

mana semakin hari semakin banyak nasabah yang menggunakan jasa layanan 
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asuransi dengan berbagai varian di dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan 

data yang ada hingga Desember 2019, usaha asuransi dengan lini usaha kredit 

dan suretyship saja yang dilakukan oleh 42 perusahaan asuransi umum 

menerima pendapatan premi sebesar Rp1,59 triliun atau 1,98% dari total 

pendapatan premi dari seluruh lini usaha asuransi umum. Dari 42 perusahaan 

asuransi umum tersebut terdapat 3 perusahaan asuransi umum yang 

mendapatkan lebih dari 30% pendapatan preminya yang bersumber dari usaha 

suretyship (vide kesimpulan OJK dalam perkara a quo pada hlm. 28). 

Bahwa berdasarkan contoh data tersebut tentu saja hal ini menunjukkan 

variabel yang dapat menjadi ukuran besarnya peluang adanya sebuah 

keuntungan tersendiri bagi perusahaan yang menyediakan layanan asuransi. 

Peluang yang dimiliki oleh perusahaan asuransi akan semakin luas, baik pasar 

yang bisa diolah dan dijadikan sebagai sasaran penjualan produk yang mereka 

miliki maupun jenis produk asuransi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan kata 

lain, kebutuhan akan jenis asuransi akan selalu beriringan dengan 

perkembangan kebutuhan masyarakat yang dinamikanya cukup cepat, terutama 

di dalam mengantisipasi hal-hal yang berkenaan dengan kualitas hidup 

masyarakat. 

Bahwa oleh karena itu selain tuntutan untuk selalu meningkatkan 

pelayanan kepada para nasabahnya, perusahaan asuransi juga harus melakukan 

inovasi di dalam mengembangkan varian lini usaha dengan berbagai jenis usaha 

untuk bisa memperluas dan memajukan bisnis yang mereka jalankan dalam 

industri perasuransian. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan cara 

mengeluarkan berbagai produk baru dan lebih inovatif bagi nasabahnya. 

Bahkan saat ini, produk asuransi tidak hanya terbatas pada jenis asuransi jiwa 

dan asuransi kesehatan saja, karena pada dasarnya kedua produk inilah yang 

paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat luas. Dalam perkembangan 

selanjutnya, perusahaan asuransi juga mengeluarkan berbagai macam produk 

yang bisa dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan ada 

banyak jenis produk asuransi yang bisa dipilih oleh nasabah pengguna asuransi, 

antara lain: asuransi kesehatan, asuransi dana pendidikan, asuransi dana 

pensiun, asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, hingga 

asuransidengan lini usaha surety bond serta beragam jenis asuransi lainnya. 

Dengan banyaknya produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, maka 

akan banyak pilihan dan juga pertimbangan yang bisa diambil oleh nasabah 

yang akan menggunakan asuransi tersebut. Hal ini juga menciptakan 

perusahaan dengan kualitas persaingan yang baik di antara perusahaan 

penyedia layanan asuransi, sehingga industri asuransi akan memberikan 

layanan terbaik di dalam menawarkan produknya. 

Lebih lanjut berkaitan dengan asuransi suretyship atau surety bond secara 

universal dapat dijelaskan produk suretyship atau surety bond sejak diakui 

keberadaannyadi Indonesia yaitu pada tahun 1978, kewenangan/hak untuk 

melaksanakan, memasarkan, menjual dan menerbitkan lini usaha surety bond 
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adalah perusahaan asuransi umum atau asuransi kerugian pada awalnya 

diberikan kepada PT Jasa Raharja Persero melalui Peraturan Pemerintah Nomor 

34 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja. 

Selanjutnya pada Tahun 1980 melalui Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 

1980 tentang Pengadaan Barang dan Jasa kembali ditegaskan bahwa yang dapat 

menerbitkan surety bond adalah Asuransi Kerugian PT Jasa Raharja Persero 

sebagai Lembaga Keuangan Non Bank atau LKNB. Namun dalam 

perkembangannya, persisnya pada tahun 1992 perusahaan-perusahaan 

asuransi yang membidangi kegiatan usaha menjamin kerugian (umum) meminta 

kepada Pemerintah, in casu Kementerian Keuangan, agar pelaksanaan asuransi 

yang mempunyai lini usaha surety bond tidak dilakukan monopoli oleh 

perusahaan asuransi kerugian PT Jasa Raharja Persero. 

Bahwa selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang 

Usaha Perasuransian (UU 2/1992), kepada perusahaan-perusaan asuransi 

kerugian diberikan izin untuk melaksanakan lini usaha asuransi di bidang surety 

bond. Konsekuensinya PT Jasa Raharja Persero dikembalikan fungsi dan tugas 

pokoknya, yaitu melaksanakan asuransi khusus yang menangani dana 

pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan juga asuransi dana kecelakaan lalu 

lintas jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. 

Bahwa berdasarkan perjalanan historis sebagaimana diuraikan di atas, 

terhadap asuransi denganlini usaha suretyship atau surety bond telah berjalan di 

Indonesia hingga saat ini sudah kurang lebih 42 tahun sejak diperkenalkan 

meskipun secara faktual terhadap asuransi kerugian atau umum baru diberikan 

izin oleh Kementerian Keuangan untuk menjalankan lini usaha suretyship atau 

surety bond setelah berlakunya UU 2/1992. Dengan demikian asuransi dengan 

lini usaha suretyship atau surety bond telah mendapat pengakuan dan juga 

kesempatan untuk dijalankan oleh perusahaan asuransi kerugian (umum) 

hingga saat ini.  

[3.13.3] Bahwa berkaitan dengan asuransi dengan lini usaha suretyship atau 

surety bond, menurut Mahkamah penting juga untuk menyamakan persepsi 

antara pengertian suretyship atau surety bond di mana berdasarkan fakta hukum 

yang diperoleh di persidangan, bahwa suretyship adalah istilah yang digunakan 

untuk salah satu jenis lini usaha yang bersifat generik, sedangkan surety bond 

adalah jenis produknya. Sementara itu pengertian suretyship adalah “lini usaha 

asuransi umum yang memberikan jaminan atas kemampuan Principal dalam 

melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara Principal dan Obligee” 

[vide Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 

tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Pasal 1 angka 23 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, 
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Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 

69/POJK.05/2016)]; 

Selanjutnya berkenaan dengan ruang lingkup penjaminan adalah jenis 

bidang usaha yang berkaitan dengan kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin 

atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan. (Vide 

Pasal 1 angka 1 UU 1/2016). Dengan demikian di dalam Lembaga Penjamin 

terdapat tiga pihak, yaitu Penjamin, Terjamin, dan Penerima Jaminan. (Vide 

Pasal 1 angka 11,angka 12,dan angka 13 UU 1/2016). Oleh karena itu di dalam 

lembaga penjamin yang dalam hal ini juga termasuk asuransi dengan lini usaha 

suretyship atau surety bond terdapat hubungan hukum antara tiga pihak, yaitu 

penjamin (surety), penerima jaminan (obligee/kreditur) dan pihak yang dijamin 

(principal/debitur). Oleh karenanya secara sederhana dapat diilustrasikan, 

bahwa apabila dalam sebuah perjanjian antara penerima jaminan (kreditur) 

dengan pihak yang dijamin (debitur) terjadi wanprestasi maka penjamin 

(surety) akan mendudukkan diri bersama-sama dengan pihak yang dijamin 

(debitur) untuk kemudian memenuhi prestasi yang diperjanjikan (vide Pasal 

1316 KUH Perdata). 

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa dengan telah diperolehnya ciri-ciri 

dari ruang lingkup lembaga penjamin tersebut, maka dapat diketahui perbedaan 

yang esensial antara pengertian penjaminan dengan asuransi. Sebab, asuransi 

pada hakikatnya hanya terdiri dari dua pihak, yaitu Tertanggung dan 

Perusahaan Asuransi. Namun demikian bukan berarti perusahaan asuransi tidak 

dapat menjalankan lini usaha suretyship atau surety bond, karena secara empirik 

di Indonesia sebenarnya perusahaan asuransi yang menjalankan lini usaha 

suretyship atau surety bond telah banyak dan hal tersebut sesungguhnya 

perusahaan asuransi menjalankan fungsi lini usaha yang sedikit berbeda dengan 

core business yang dimilikinya, meskipun pada dasarnya suretyship atau surety 

bond adalah lini usaha dari perusahaan asuransi umum.  

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, 

selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas 

norma Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 yang dimohonkan pengujiannya oleh 

Pemohon. 

Bahwa terhadap permasalahan pokok yang dimohonkan Pemohon 

tersebut, menurut Mahkamah sesungguhnya praktik suretyship atau surety bond 

yang menjadi bagian dari lini usaha perusahaan asuransi di Indonesia telah 

berjalan cukup lama, yaitu sejak Tahun 1978 meskipun pada waktu itu masih 

menjadi monopoli PT Jasa Raharja Persero dan baru secara resmi menjadi lini 

usaha perusahaan asuransi umum sejak Tahun 1992. Oleh karena itu bagi 

perusahaan asuransi umum persoalan lini usaha suretyship atau surety bond 

tersebut pada hakikatnya tidak pernah ada hambatan di dalam menjalankan 

praktiknya. Sementara itu berkenaan dengan undang-undang yang mengatur lini 

usaha suretyship atau surety bond sebagaimana diatur dalam UU 1/2016 bukan 

dalam UU 40/2014. Hal tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari 
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pengertian dan ruang lingkup lini usaha suretyship atau surety bond yang 

meskipun merupakan jenis dari produk perusahaan asuransi, namun unsur-

unsur yang terkandung di dalamnya adalah penjaminan. Oleh karena itu 

permasalahan penempatan pengaturan demikian sebenarnya tidak serta-merta 

menjadikan adanya persoalan konstitusionalitas norma dari pasal yang 

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan lini usaha suretyship atau surety bond. 

Sebab, apabila diatur dalam UU 40/2014 ternyata secara faktual substansi yang 

diatur adalah bukan berkenaan dengan jenis dari asuransi akan tetapi berkaitan 

dengan penjaminan, sedangkan apabila diatur dalam UU 1/2016 ternyata secara 

faktual substansi yang diatur adalah merupakan bagian dari produk asuransi. 

Terlebih bagi perusahaan asuransi yang akan menjalankan lini usaha suretyship 

atau surety bond tidak mendapatkan hambatan dengan adanya pengaturan 

tersebut, meskipun dalam permohonannya Pemohon beralasan hal tersebut 

merugikan hak konstitusionalnya. Namun demikian sulit bagi Mahkamah untuk 

berkesimpulan bahwa terdapat persoalan konstitusionalitas terhadap norma 

Pasal 5 UU 40/2014. Dengan kata lain, apabila dilihat dari pihak yang melakukan 

lini usaha suretyship atau surety bond yaitu perusahaan asuransi maka tidaklah 

salah apabila ketentuan mengenai suretyship atau surety bond dimasukkan ke 

dalam UU 1/2016, karena konsep suretyship atau surety bond sendiri secara 

umum sama dengan konsep penjaminan, karenanya tidaklah mungkin 

pengaturannya dimasukkan ke dalam UU 40/2014. 

Bahwa lebih lanjut dijelaskan, ketentuan dalam norma Pasal 5 ayat (1) UU 

40/2014 mengenai frasa “sesuai kebutuhan masyarakat” merupakan ketentuan 

yang perlu diakomodir dan dipertahankan untuk menyesuaikan perkembangan 

industri perasuransian di masyarakat, yang apabila dimaknai “termasuk lini 

usaha suretyship” sebagaimana yang Pemohon mohonkan di dalam petitum 

permohonan, justru akan memberikan ketidakpastian hukum bagi perusahaan 

asuransi untuk dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha dan membatasi 

kemungkinan adanya perluasan lini usaha lain selain suretyship. Terlebih tanpa 

adanya perluasan makna terhadap frasa “sesuai kebutuhan masyarakat” 

sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, sesungguhnya yang diinginkan 

Pemohon telah terakomodir di dalam UU 1/2016. Oleh karena pengaturan 

suretyship sudah diatur dalam UU 1/2016 maka sesungguhnya tidak perlu lagi 

diatur dalam UU 40/2014, sehingga dengan demikian sebenarnya tidak ada 

persoalan mengenai pengaturan suretyship. 

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil 

Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (1) UU 

40/2014 tidak beralasan menurut hukum. 

[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terhadap norma 

Pasal 61 UU 1/2016, meskipun tidak dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum 

permohonannya, namun oleh karena didalilkan dalam posita permohonannya 

dan secara substansi adalah hal yang mendasar yaitu Pemohon menganggap 

norma pasal a quo telah menghalangi perusahaan asuransi dalam menjalankan 
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lini usaha suretyship. Oleh karena itu Mahkamah perlu untuk menanggapi dalil 

Pemohon tersebut. 

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah dicermati sebenarnya 

hanyalah merupakan kekhawatiran Pemohon karena perusahaan asuransi yang 

merupakan perusahaan di luar lembaga penjamin haruslah memenuhi 

persyaratan sebagai lembaga penjamin apabila hendak melakukan kegiatan 

usaha yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 4 ayat (1) UU 1/2016. 

Sedangkan kegiatan lini usaha suretyship (in casu surety bond) sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU 1/2016 dapat dilakukan perusahaan 

asuransi yang bersinergi dengan amanat Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 yang telah 

mengatur perluasan ruang lingkup kegiatan usaha perasuransian. Hal demikian 

mengingat lini usaha suretyship yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 1/2016 

tidaklah memerlukan persyaratan sebagai lembaga penjamin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU 1/2016. Sementara itu Pasal 5 ayat (1) UU 

40/2014 adalah ketentuan yang mengatur perusahaan asuransi dalam 

menjalankan lini usaha penjaminan agar menyesuaikan dengan UU 1/2016 

berkenaan dengan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 ayat 

(1) UU 1/2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah, kekhawatiran Pemohon 

tidaklah tepat mengingat kegiatan suretyship adalah kegiatan yang mempunyai 

core business penjaminan yang merupakan lini usaha yang dapat juga dijalankan 

oleh perusahaan asuransi. Kemudian sebagai pelaksanaan amanat Pasal 5 ayat 

(3) UU 40/2014, OJK telah menerbitkan POJK 69/2016 yang memberikan 

kesempatan kepada perusahaan asuransi untuk menjalankan lini usaha 

suretyship, sehingga telah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 61 UU 

1/2016. Dengan demikian perusahaan asuransi yang melakukan lini usaha 

suretyship tidaklah dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana kekhawatiran 

Pemohon; 

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 

sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon 

tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 

 

 

F. AMAR PUTUSAN 

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 

umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 

dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 

negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 
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dalam Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan menolak 

permohonan Pemohon  untuk seluruhnya terhadap pengujian Pasal 5 ayat (1) UU 

40/2014 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan dengan 

UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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